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KATA PENGANTAR 
 

Perguruan tinggi, sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan 
pembentukan karakter generasi penerus bangsa, sejatinya adalah 
ruang aman bagi setiap individu untuk bertumbuh, berkarya, dan 
meraih potensi terbaiknya. Namun, realitas menunjukkan bahwa 
lingkungan akademik tidak selalu steril dari berbagai bentuk 
kekerasan. Fenomena gunung es kekerasan, mulai dari 
perundungan, diskriminasi, intoleransi, hingga kekerasan seksual 
dan fisik, masih menjadi bayang-bayang kelam yang menghantui 
sivitas akademika. Kasus-kasus yang muncul ke permukaan 
hanyalah puncak dari masalah yang jauh lebih besar, tersembunyi 
di bawah permukaan akibat budaya bungkam, rasa takut, stigma, 
dan ketidakpercayaan terhadap sistem penanganan yang ada. 

Menjawab urgensi ini, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 
Republik Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan 
menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 tentang 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan 
Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 55/2024). Regulasi ini 
hadir sebagai payung hukum yang lebih komprehensif, 
menggantikan peraturan sebelumnya yang lebih spesifik pada 
kekerasan seksual, kini memperluas cakupan bentuk kekerasan 
dan memperkuat mekanisme pencegahan serta penanganannya. 
Permendikbudristek 55/2024 tidak hanya menjadi sebuah aturan, 
tetapi juga sebuah komitmen negara untuk menciptakan 
lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, 
dan bebas dari segala bentuk kekerasan. 

Sejalan dengan semangat regulasi tersebut, inovasi 
teknologi hadir sebagai salah satu instrumen pendukung yang 
krusial. Aplikasi LaporAman Kampus, dikembangkan sebagai 
manifestasi konkret dari upaya digitalisasi sistem pelaporan dan 
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penanganan kekerasan. Aplikasi ini dirancang dengan filosofi 
berpusat pada korban, menjunjung tinggi kerahasiaan, 
memastikan aksesibilitas, dan mendorong akuntabilitas dalam 
setiap tahapannya. Lebih dari sekadar kanal pelaporan, 
LaporAman Kampus bertujuan menjadi ekosistem digital terpadu 
yang mendukung Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan (Satgas PPK) di perguruan tinggi, memfasilitasi 
proses pemulihan korban melalui jejaring Mitra Pemulihan, serta 
menyediakan pusat konten edukasi untuk upaya pencegahan yang 
lebih masif. 

Model "#SaveCampusKita" ini disusun sebagai panduan 
komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di perguruan 
tinggi – mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, hingga Satgas PPK dan masyarakat luas. Buku ini 
bertujuan untuk membedah secara mendalam setiap aspek 
Permendikbudristek 55/2024, mengintegrasikannya dengan fitur 
dan alur kerja Aplikasi LaporAman Kampus, serta menyajikan 
analisis dan strategi implementasi yang efektif. Dengan 
pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, didukung oleh riset 
dari jurnal nasional maupun internasional, monograf ini 
diharapkan dapat menjadi peta jalan dalam mewujudkan kampus 
yang benar-benar merdeka dari kekerasan. 

Kami mengajak seluruh pembaca, terutama generasi Z yang 
merupakan agen perubahan masa depan, untuk bersama-sama 
memahami, mengawal, dan mengimplementasikan setiap strategi 
yang diuraikan. Karena #SaveCampusKita bukan hanya tagar, 
melainkan sebuah gerakan kolektif untuk membangun budaya 
aman, inklusif, dan berkeadilan di seluruh penjuru perguruan 
tinggi Indonesia. Mari bergandengan tangan, memutus mata 
rantai kekerasan, dan memastikan setiap individu di lingkungan 
akademik dapat meraih mimpi tanpa rasa takut. 
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